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Abstrak 
Sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD 1945 sudah 
berulangkali diamendemen. Dari tahun 1945 sampai 2002 
tercatat sudah 4 kali dilakukan amandemen UUD 1945. Dengan 
pendekatan yuridis, amandemen UUD 1945 tentu berpengaruh 
terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Beberapa hal yang 
berubah dari sistem ketatanegaraan pasca amandemen antara 
lain struktur ketatanegaraan yang menambah bebeapa lembaga 
Negara baru seperti Mahkamah konstitusi, Dewan Pwerwakilan 
Daerah, munculnya lembaga Negara bantu seperti komisi-komisi 
dan badan-badan.  
 
Kata Kunci: Amandemen, UUD 1945, Konstitusi  
 
 
 
 
 
Latar Belakang 
  Pengertian amandemen adalah sebuah perubahan 
konstitusi yang mana peubahannya ini bertujuan untuk 
memperbaiki, mengimbangi serta menghapus dan membuat 
aturan baru yang lebih baik untuk kepentingan sebuah bangsa. 
Alasan diadakannya amandemen yaitu: Pertama, Secara 
filosofis. Didalam pandangan ini peraturan PER-UU yang bersifat 
“normatif”. Yakni yang memuat perintah dan larangan yang 
disertai ancaman “sanksi hukum” harus ditempatkan di  dalam 
lembar negara sesuai dengan asas”fictive”. Asas ini 
mengasumsikan, setiap orang dianggap tahu hukum dan diancam 
sanksi hukum juka sebuah peraturan sudah ditempatkan didalam 
lembar negara. 
Kedua, Fakta historis.  Jika dikatakan bahwa pemerintah 
yang bekerja di dalalam UUD 1945 yang tidak dimaksudka di 
dalam lebih dulu tidak sah mka pemerintahan pertama yang di 
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pimpin oleh Soekarno-hatta menjadi tidak sah, padahal keabsahan 
kepemimpinan merekasama sekali tidak diragukan ,bahwa 
kepemimpinan mereka  sah secara konstitusional dan legimated 
secara politik.UUD1945 di sahkan oleh PPKI sekaligus 
pengangkatan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan wakil 
presiden, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Serta  kesatuan 
negara republik indonesia serikat (KRIS). 1949 yang tetap 
mempertahankan sokarno-hatta sebagai presiden dan wapres juga 
berlaku tidak pernah dimasukkan di dalam LN. Akan tetapi 
keabsahan mereka tidak pernah dipersoalkan 
Ketiga, Secara yuridis.  Para perumusa UUD 1945 sudah 
menunjukan kearifan bahwa  apa yang mereka lakukan  ketika 
UUD 1945 tentu akan berbeda kondisinya dimasa yang akan 
datang dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan.
1
 Oleh 
sebab itu dalam tulisan ini dikaji; (a) Bagaimana sistem 
pemerintahan di indonesia sebelum dan sesudah di amandemen ? 
(b) Apa Perbedaan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah di 
Amandemen? Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana 
sistem pemerintahan UUD 1945 sebelum dan sesudah 
diamandemen, serta untuk mengetahui perbedaan UUD 1945 
sebelum dan sesudah di amandemen. 
 
UUD Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen 
  Sistem pemerintahan negara indonesia secara garis besar 
dalam melaksanakan pemerintahan di indonesia dapat dibagi 
kedalam beberapa priode/kurun waktu (peristiwa) yang 
bersejarah seperti berikut:  
1). UUD 1945 (Priode 18 agustus 1945-27 Desember 1949) 
 Sejak UUD 1945 dibuat oleh BPUPKI dan disahkan oleh 
PPKI pada tanggal 18 agustus sebagai dasar hukum negara, maka 
sejak itu pula negara indonesia menjalankan sistem pemerintahan 
berdasarkan UUD1945 sebagai kontitusi negara yang sah. Dalam 
kontitusi tersebut secara hukum ketatanegaraan sistem 
pemerintahan negara kita adalah presidensial. Presiden RI adalah 
kepala negara sekaligus kepala  pemerintahan. Kabinet dibentuk 
oleh presiden dan bertanggung  jawab kepada presiden. namun, 
sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam UUD 1945 belum 
dijalankan secara dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam 
                                                 
1
. Moh. Mahfud Md “Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu” 
(Jakarta: Raja Wali Pers, 2010). Cetakan ke 2 Hlm: 149-151.  
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kontitusi, karena pada pada masa itu, kita masih mengalami 
masa-masa peralihan (pancaroba) berkaitan dengan usaha 
mempertahankan kemerdekaan bangsa dari cengraman kolonial 
belanda yang ingin kembali menjajah.  
Segala sumber daya diarahkan untuk perjuangan dan 
mempertahankan kemerdekaan.  
a. Dalam situasi yang serba tidak menentu maka berlakulah pasal 
III dan pasal  IV yang berbunyi :” untuk pertama kali presiden 
dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Sedangkan  aturan 
peralihan yang menyatakan bahwa sebelum MPR, DPR dan 
DPA dibentuk menurut uud segala kekuasaannya dijalankan 
oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasionaltertuang 
dalam pasal IV. 
b. Dalam kenyataan tersebut. Pemerintahan indonesia dijalanka 
sepenuhnya oleh presiden dengan bantuan komite nasional. 
Pada masa itu terjadi perubahan sistem pemerintahan yang 
disebabkan oleh: 
1. Adanya maklumat wakil presiden No X tanggal 16 
oktober 1945 yaang menyatakan bahwa komite 
nasionalindonesia pusat yang sebelumnya sebagai 
pembantu presiden menjadi badan yang diserahi 
kekuasaan legislatif dan ikut menentukan garis besar 
haluan negara (GBHN). 
2. Adanya maklumat pemerintah tanggal 11 november 1945 
tentang perubahn kabinet presindensial ke sistem kabinet 
parlementer.  
        
“Menurut A.K Pringgodigdo dan Bangir Manan”, mereka 
berpendapat bahwa ada 3 faktor yang menyebkan beralihnya 
sistem presidensial ke sistem parlementer diantaranya: 
1) Dalam rangka demokratisasi pemerintahan untuk 
mendapatkan dukungan yang kuat khususnya dari komite 
nasional indonesia pusat (KNIP) 
2) Untuk mengurangi atau meniadakan propoganda pihak 
lain, termasuk dunia internasional(belanda), yang 
mmempropogandakan indonesia merdeka adalah bentukan 
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jepangdan dijalankan oleh kolobor jepang yang 
semestinya diadili sebagai penjaat perang.  
3) Pada masa itu tentara sejkutu datang ke indonesia, 
dipimpin oleh jendral Christison dengan penasehat 
politiknya dening. 
2
 
 
2). Sistem Pemerinthan Republik indonesia serikat RIS 
(1949-1950). 
(KMB) pada tangggal 2 november  1949 di Den Haag. 
Dengan disetujuinya konferensi meja bundar disepakati tiga hal 
yaitu: 
1. Mendirikan negara republik indonesia serikat. 
2. Menyerahkan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal yaitu: 
a) piagam penyerahan kedaulatan dari kerajaan belanda 
kepada pemerintah RIS, b)status uni, c) perseujuan 
perpindahaan. 
3. Mendirian uni antara republik indonesia serikat dengan 
kerajaan belanda. 
 Naskah kontitusi RIS disusun bersama oleh delegasi 
republik indonesia.dan deleggasi bijeenkoms voor vederal 
overleg(BFO) ke konferensi meja bundar. Dalam delegasi 
republik indonesia yang di pimpin oleh Mr. Muhammad  Roem, 
terdapat Prof. Dr. Soepomo yang terlibatdalam mempersiapkan 
naskah UUD tersebut.rancangan UUD tersbut disepakati oleh 
kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai UUD RIS. Naskah 
UUD yang kemudian dikenal dengan sebutan konstitusi RIS itu 
disampaikan kepada komite nasional pusat sebagai lembaga 
perwakilan rakyat direpublik indonesia dan kemudian resmi 
mendapatkan persetujuan  komite nasionl pusat tersebut pada 
tanggal 14 desember 1949, konstitusi RIS dinyatkan berlaku Pada 
tanggal 27 desember 1949,
3
 terbentuklah negara RIS yang 
berbentuk federal. Negra RIS terdiri atas daerah negara dan 
kesatuan negara yang tegak sendiri maksudnya terdapat negara 
didalam negara diantaranya: 
                                                 
       
2. Mahmuzar M.Hum.”Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut 
Uud 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen”. Cetakan 1  (Penerbit Nusa 
Media, 2010), hlm: 87-91. 
       
3.  Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. “UUD 1945 Dan Gagasan 
Amandemen Ulang.”(Jakrta:Rajawali pers,2008.) Hlm:163-165 
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a) Daerah negara adalah negara bagian seperti negara Republik 
indonesia, negara indonesia timur, negara pasundan, negara 
jawa timur, negra madura, dan negara sumatra timur. 
b) Satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri, seperti jawa 
tengah, bangka belitung riau, kalimantan barat, dayak 
besar,daerah banjar, kalimantan tenggara, dan kalimantan 
timur. 
 
 Dengan terbentuknya RIS negra RI hanya merupakan 
negara bagian dari RIS. UUD yang digunakan oleh negara RIS 
adalah konstitusi RIS 1949. UUD tetap dipakai oleh negara RI 
yang ber ibu kota di Yogyakarta. Sistem pemerintahan 
menggunakan prinsip parlementer tidak mutlak seehingga disebut 
quasi parlementer. Adapun pokok –pokok sistem pemerintahan 
masa RIS yaitu: 
1. Presiden dengan kuasa dari pewakilan negara menunjuk tiga 
orang pembentuk kabinet. Presidenyang berkedudukan sebagai 
kepala negarayang tidak bisa diganggugagat keputusannya. 
2. Presiden mengangkat salah seorang dari pembentuk kabinet 
terseebut seebagai perdana mentri. 
3. Presiden juga membentuk kabinet atau dewan mentri sesuai 
dengan anjuran pembentuk kabinet.  
4. Mentri- mentri (dewan mentri) dalam bersidang dipimpin oleh 
perdana mentri. 
5. perdana mentri, melakukan tugas sebagai pengganti tugas 
keseharian presiden apabila presiden berhalangan. 
6. Mentri-mentri bertanggung jawab baik secara sendiri atau 
bersama-sama kepada DPR, DPR tidak bisa memaksa mentri 
meletakan jabatannya. 
 Pelaksanaan pemerintah berdasarkan konstitusi RIS ini 
tidak berjalan karena RIS bukanlah cita –cita bangsa 
indonesia.oleh karena itu, muncul tuntutan untuk kembali 
kenegara kesatuan. Negara bagian yang tergabung dalam RIS 
hanya tingggal tiga negara bagian yaitu: negara republik 
indonesia, negara indonesia timur, dan negara sumatra timur. 
Ketiga negara tersebut bermusyawarah dan akhirnya mencapai 
kesepakatan untuk kembali kengara NKRI yang diproklamasikan 
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pada tanggal 17 agustus 1950 di tetapkan UUDS 1950 yang 
merupakan perubahan dari konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 
tertuang dalam UU No 7 1950 tentang konstitusi sementara 
republik indonesia, sebagai dasar bangsa indonesia dalam 
menjalankanpemerintahan yang baru pada masa itu. 
 
3). Sistem pemerintahan RI berdasarkan UUDS (19450-1959). 
 Undang-undang sementara (UUDS 1950) ditetapkan pada 
tanggal 15 agustus dan mulai berlaku pada tanggal 17 agustus 
1950. Bentuk negar kembali ke bentuk kesatuan dengan sistem 
pemerintahan parlementer.kabinet dipimpin oleh perdana mentri 
yang bertanggung jawab kepada parlemen, pada kurun waktu 
1950-1959. Kabinet di indonesia sering berganti  karena adanya 
mosi tidak percaya dari DPR. Pada waktu itu juga terdapat dewan 
konstituante yang bertugas membantu UUD baru sebgai 
pengganti UUDS 1950. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 134 
UUDS 1950 Yang menyatakan bahwa: ”konstituante bersama-
sama dengan pemerintah menetapkan UUD RI yang akan 
menggantikan UUDS 1950”4. Pada priod ini kabinet selalu silih 
berganti, setelah negara RI dengan UUDS 1950. Demokrasi 
liberal dialami rakyat indonesia hampir 9 tahun, maka rakyat 
indonesia sadar bahwa UUDS 1950 tidak cocok di gunakan, 
karena tidak sesuai dengan jiwa pancasila dan UUD 1945. 
1. Priode ke dua Dekrit presiden 5 juli (1959) dan supersmar 
(1966) 
Dekrit presiden 5 juli yang berisi sebagai berikut. 
a. Menetapkan pembubaran konstituante. 
b. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi bangsa indonesia 
dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.  
c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang singakt. 
Berdasarkan dektrit presiden tersebut bangsa indonesia 
memasuki priode demokrasi terpimpin, berdasarkan UUD 
1945.sistem pemerintahannya menganut sistem pemerintahan 
presidensial, tetapi dalam pelaksanaanya terjadi penyimpangan 
atas sistem pemerintahan sebagaimana tercantum dalam UUD 
1945. 
 
                                                 
       
4
. Ibid., hal. 125.  
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Bebrapa penyimpangan yang terjadi pada kurun waktu 1959-
1966 yaitu: 
1. MPRS mengambil keputusan menetapkan Presiden Soekarno 
sebagai presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan UUD 
1945. Yang menetapka masa jabatan presiden adalah 5 tahun  
dan sesudahnya dapat dipilih kembali. 
2. MPRS menetapka pidato Presiden yang berjudul “Penemuan 
Kembali Revolusi Kita” sebagai garis besar haluan negara 
(GBHN) yang tetap. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945. 
3. Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan mentri negara. 
4. Presiden membubarkan lembaga DPR dan membentuk DPR 
gotong royong (DPR-GR). 
 
4). Sitem Pemerintahan RI di tahun (1966-1998). 
 Sejak di angkat sebagai Presiden RI kedua, presiden 
soeharto dengan pemerintahan barunya bertekad menjalankan 
pemerintahan secara murni dan konsekuen sesuai dengan 
pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu masa 
kepemimpinannya, disebut era orde baru sedangkan 
kepemimpinann sebelumnya disebut era orde lama. 
Sesuai dengan UUD 1945 masa pemerintahan orde baru 
dilaksanakan dengan sistem pemerintahan presidensial. Orde baru 
pada dasarnyatelah berhasil mekanisme kepmimpinan nasional 5 
tahun seperti berikut. 
a) Diadakannya pemilihan umum untuk mengisi keanggotaan 
MPR,DPR, DPRD I dan DPRD II. 
b) Anggota MPR terdiri atas anggota DPR terdiri atas anggota 
dan utusan daerah serta golongan yang di tetapkan presiden. 
MPR bersidang untuk menetapkan UUD baru  pemilihan 
presiden dan wakil presiden serta menetapkan GBHN untuk 
masa 5 tahun. 
c) Presiden membentuk kabinet (mentri-mentri) yang 
bertanggung jawab kepadanya. Kabinet melaksanakan 
tugas dibawah petunjuk presiden dengan dengan 
berdasarkan UUD 1945 dan GBHN. 
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d) Presiden adalah mandataris MPR dan bertanggung jawab 
kepada MPR. Presiden menyampaikan laporan bertanggung 
jawab setiap akhir kepemimpinannya kepada MPR. 
e) DPR menggawasi jalanan pemerintah dan bersama dengan 
presiden membentuk undang-undang. 
 Sistem pemerintahan negara indonesia pada masa orde 
baru berdasarkan UUD 1945 sebelum diamendemen. Sistem 
pemerintahan tersebut tertuang daiam penjeiasanUUD 1945  yang 
disebut tujuh kunci pokok sistem pemerintahan adapun pokok-
pokok sistem pemerintahan yang dimaksud sebagai berikut. 
a) Indonesia adalah negara yang berdasrkan atas hukum 
(rechstaat). 
b) Sistem konstitusional 
c) Kekuasaan negara tertinggi ditangan MPR. 
d) Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang 
tertinggi dibawah MPR. 
e) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 
f) Mentri negara adalahpembantu presidendan mentri negara 
tidak bertanggung jawab kepada DPR. 
g) Kekuasaan kepala negara tak terbatas. 
 Adapun ciri-ciri pemerintahan pada masa orde baru adalah 
adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. 
Hal itu dibuktikan dengan kedudukan presiden RI disamping 
sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan  yang 
memiliki kekuasaan sebagai berikut: 
1) Pemegang kekuasan legislatif membentuk undang-undang. 
2) Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintah sekaligus 
kepala negara. 
3) Panglima tertinggi dalam kemiliteran (AD,AL dan AU) dan 
kepolisian. 
4) Berhak mengangkat dan melantik para anggota MPRdari 
utusan daerah dan golongan. 
5) Berhak mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta 
dan konsul negara lain.  
6) Berhak mengangkat para mentri dan para pejabat negara 
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7) Berhak menyatakan perang, membuat perdamain, dan 
perjanjian dengan negara lain, serta menyatakan kedaan 
bahaya. 
8) Berhak memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. 
9) Berhak memberi grasi, amnesti dan abolisi, dan rehabilitasi. 
 Semua kewenangan presiden yang diatur menurut UUD 
1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau 
persetujuan DPR. Karena tidak adanya pengawasan dan 
persetujuan dari DPR, kekuasaan presiden sangat besar dan 
cenderung disalah gunakan. Sehingga akibat yang terjadi dari 
kekuasaan presiden tersbut mengakibatkan:  
a) Terjadinya pemusatan kekuasaan negarapada lembaga 
kepresidenan 
b) Peran pengawasan dan perwakilan dari DPR makin lemah. 
c) Pejabat-pejabat negara yang diangkat cenderung 
dimanfaatkan untuk loyalitas bdan mendukung 
kelangsungan kekuasaan presiden. 
d) Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang-
orang yang dekat dengan presiden.  
e) Tercipta prilaku yang korupsi, kolusi dan nepotisme 
dikalangan pejabat dan orang-orang yang dekat dengan 
kekuasaan. 
f) Terjadi pemersonifikasian bahwa presiden dianggapnegara. 
Sikap menyalahkan presiden dianggap menentang negara. 
g) Rakyat dibuat makin tidak berdaya, tidak kuasa, dan 
cenderung tunduk pada kekuasaan presiden semata. 
 
 Dalam penjelasan umum bahwa UUD 1945 sebelum di 
amandemen dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok sistem 
pemerintahan negara di indonesia adalah: 
1. Negara indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 
hukum(rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan 
belaka(machstaat). 
2. Pemerintah berdasar atas konstitusi (hukum dasar) tidak 
bersifat absolutisme (kekuasaan tak terbatas). 
3. Kekuasan negara yang tertinggi ditangan MPR, kedaulatan 
rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama MPR sebagai 
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penjelmaan seluruh rakyat indonesia. Dan majlis inin 
menetapka UUD dan menetapkan garis besar haluan 
negara, MPR juga mengangkat kepala negara (presiden) 
dan wakil kepala negara (Wk presiden). MPR inilah yang 
mempunyai kekuasaan tertinggi, sedangkan presiden harus 
menjalankan haluan negara enurut garis besar yang telah 
ditetapkan oleh majlis. Presiden yang diangkat oleh majlis 
harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majlis. Ia 
adalah “mandataris” dari majlis.presiden tidak berada 
disamping” neben” akan tetapi berada 
dibawah”untergeordnet” kepada majlis. 
4. Presiden ialah penyelenggaraan pemerintahan negara yang 
tertinggi di bawah majlis.  
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 
6. Mentri negara adalah pembantu presiden, mentri negara 
tidak bertanggung jawab kepada DPR. 
7. Kekuasaan negara tidak tak terbatas. 
 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 
1945kekuasaan negara indonesia dipegang oleh: 
1. Kekuasaan eksekutif, dipegang oleh Presiden.  
2. Kekuasaan legislatif dipegang presiden dengan persetujuan 
DPR. 
3. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh MA dan badan peradilan 
lainnya.diantaranya: MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. 
5
 
 
5). UUD 1945 priode 19 oktober 1999 – sekarang  
 Seiring tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden 
Soeharto sebagai penguasa orde baru, maka sejak tahun 1999 
dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 sampai 
saat ini. UUD sudah mengalami empat kali tahapan perubahan 
yaitu pada tahun 1999,2000,2001, dan 2002. Penyebutan UUD itu 
setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu: UUD Negara 
Republik Indonnesia Tahun 1945. 
                                                 
       
5
. Prof. Dr. A. hamid S. Attamimi, SH, “Ilmu Per-Undang-
Undangan”(Jakarta: Penerbit  Pt Kanisius) Hlm: 109-111 
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Melalui empat perubahan ini UUD 1945 telah mengalami 
perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut 
kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan 
presiden dan wakil presiden, memperkuat kedudukan DPR, 
pemerintahan daerah, dan ketenntuan yang terperinci tntang 
HAM.setelah amandemen terdapat lembaga-lembaga baru yang 
dibentuk untuk menggantika lembaga yang dihapus sebagai 
pengganti. Lembaga yang dihapus yaitu: Dewan Pertimbangan 
Agung (DPA). 
Lembaga negara UUD 1945 sesudah diamandemen yaitu: 
a).Presiden, b).MPR, c).DPD, d).BPK, e).MA, f).MK, g).KY 
 
Sistem Pemerintahan RI Menurut UUD 1945 Setelah 
Amandemen. 
 Pada tahun 1998, dimulailah era reformasi. Gerakan 
reformasi menuntutnya reformasi menuntut terwujudnya 
pemerintahan yang bersih, bebas dari kolusi dan nepotisme, serta 
demokratis. Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan yang 
dipakai tetap yaitu sistem pemerintahan presidensial. Namun, 
untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih dan 
demokratis maka UUD 1945telah mengalami empat kali 
perubahan (amandemen) sehingga diharapkan dapat menciptakan 
sistem pemerintahan presidensial yang bersih dan demokratis. 
Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan RI menurut UUD 
1945 yang di amandemen sebagai beriku:  
1) Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala 
pemerintahan. 
2) Presiden mengangkat para mentri sebagai kabinet yang 
selanjutnya bertanggung jawab kepada presiden. 
3) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak 
bertanggung jawab kepada DPR. 
4) Meskipun presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, 
akan tetapi DPR memiliki kekuasaan mengawasi jalannya 
pemerintahan. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas 
usul DPR, apabila secara sah dan menyakinkan telah 
melanggarketentuan konstitusi negara. 
5) Presiden tidak dapat membubarkan DPR. 
6) DPR memiliki fungsi pengawasan, legislatif dan anggaran. 
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Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan  indonesia pada 
masa ini yaitu:  
a) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.  
b) Bentuk  pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem 
pemerintahan  presidensial. 
c) Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah. 
Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR 
untuk masa jabatan lima tahun.  
d) Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan 
bertanggung jawab kepada presiden.  
e) Parlemen terdiri atas dua bagian(bikameral), yaitu DPR dan 
DPD merupakan anggota MPR, DPR terdiri atas para wakil 
rakyat yang dipilih melalui pemilu dengan sistem 
proporsional terbuka. Anggota DPR adalah wakil dari tiap-
tiap provinsi yang masing-masing berjumlah empat prang 
tiap provinsi.  Anggota DPD diilih oleh rakyat melalui 
sitem distrik perwakilan banyak. Selain lembaga DPR dan 
DPD, terdapat DPRD kabupaten/kota yang anggotanya juga 
dipilih melalui pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislatif 
dan kekuasaan mengenai jalannya pemerintah.  
f) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung 
(MA) dan badan pradilan dibawahnya  seperti pengadilan 
tinggi, pengadilan negri, serta sebuah Mahkamah 
Konstitusi.  
 
Adapun sistem pemerintahan presidensial diindonesia yaitu: 
1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas 
usulan dari DPR.  
2) Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu 
pertimbangan dan persetujuan DPR. Contohnya dalam 
pengangkatan duta negara asing, Gubernur Bank Indonesia, 
Panglima TNI, dan Kapolri.  
3) Presiden dalm mengeluarkan kebijakan tertentu perlu 
pertimbangan danbpersetujuan DPR. Contohnya:pembuatan 
perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda 
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kehormatan, pemberian amnesti, dan abolisi.(pasal 14 dan 
15) 
4) Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal 
membentuk UU dan Hak Budget(anggaran). 
Adanya perubahan-perubahan baru dalam sistem 
pemerintahan indonesia diperlukan  dalam mempebaiki sistem 
pemerintahan presidensial yang lam. Dengan perubahan yang 
baru tersebut, adanya pemilihan presiden langsung, sistem 
bikameral, mekanisme checks and balance, dan pemberian 
kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen  untuk mengawasan 
pengawasan. 
 Sistem pemerintahan negara indonesia sesudah perubahan 
UUD 1945 yaitu:  
1. Menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan, negara 
indonesia adalah negara hukum, dengan demikian hal ini 
berdampak pula adanya prinsip pemerintahan yang berdasar 
atas sistem konstitusi (hukum dasar). 
2. Kekuasaan negara tertingggi adalah ditangan rakyat sesuai 
dengan rumusan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 perubahan yang 
menetapkan bahwa, kedaulatan berada ditangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut UUD.  
3. MPR terdiri atas DPR, DPD yang dipilih melalui pemilihan 
umum, dan mempunyai wewenang untuk: 
a. Mengubah dan menetapkan UUD, 
b. Melantik presiden dan wakil presiden, dan 
c. Memberhentikan Presiden  dalam dan/atau Wakil Presiden 
dalam masa jabatannya  menurut UUD, sesuai pasal 3 UUD 
1945 perubahan. 
d. Memilih Walik Presiden dalam hal terjadinya 
kekosongan, dan 
e. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal 
terjadinya kekosongan, sesuai pasal  8 ayat (2) dan ayat(3) UUD 
1945 Perubahan. 
4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang 
tertinggi di Negara Republik Indonesia, sesuai dengan pasal 4 
ayat (1) UUD 1945 Perubahan yang menetapkan bahwa, 
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Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
pemerintahan menurut UUD. 
Selain itu, dalam menjalankan pemerintahan negara, 
kekuasaan dan tanggung jawab adalah Presiden (concentration 
of power and responsibility upon the presiden), hal ini 
berhubungan erat dengan rumusan Pasal 6A UUD 1945 
perubahan yang menetapkan bahwa, Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung. 
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR menurut pasal 
5 ayat (1) UUD perubahan, DPR memegang kekuasaan 
membentuk UUD, namun dalam membentuk UUD DPR harus 
membahas bersama Presiden dan mendapat persetujuan dari 
Presiden, sesuai pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 
perubahan.  
Menurut pasal 20A UUD 1945 perubahan, DPR juga memiliki 
fungsi legislasif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasa, 
memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 
pendapat, sedangkan anggota DPR juga mendapat mengajukan 
hak pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak 
imunitas.  
Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, 
maka Presiden seharusnya bekerjsama dengan dewan, akan 
tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan, artinya 
kedudukan Presiden tidak tergantung kepada dewan. 
6. Mentri negara ialah pembantu presiden, mentri negara tidak 
bertanggung jawab kepada DPR dalam pasal 17 UUD 1945 
perubahan antaralain ditetapkan bahwa: 
1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 
2. Menteri-menteri itu di angakat dan di berhentikan oleh 
Presiden. 
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan.  
Dengan demikian menteri-menteri itu tidak bertanggung 
jawab kepada DPR tetapi kepada Presiden, oleh karena itu 
Presiden  yang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 
tersebut. Kedudukan menteri-menteri tersebut tidak tergantung 
pada DPR, akan tetapi tergantung pada presiden, karena menteri-
mentei negara tersebut merupakan pembantu presiden. 
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7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas  
 Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada 
DPR, ia bukan “diktator”, artinya, kekuasaannya tidak tak 
terbatas .  
Kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa di 
bubarkan oleh Presiden(berlainan dengan sistem parlementer), 
hal ini di tegaskan dalam pasal 7C UUD 1945, perubahan, yang 
menyatakan bahwa, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. 
Menurut pasal 2 ayat (1) UUD 1945 perubahan, anggota-
anggota DPR dan DPRD semuanya merangkap menjadi anggota 
MPR . 
Sesuai ketentuan dalam pasal 7A dan pasal 7B serta pasal 
20A perubahan DPR dapat senan tiasa mengawasi tindakan-
tindakan Presiden, sehingga apabila DPR menganggap bahwa 
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa  
Penghianatan  terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila 
terbukti tidak lagi memenuhi  syarat sebagai Presiden, yang telah 
di tetapkan oleh UUD 1945, maka melalui putusan MK DPR 
dapat mengusulkan pemberhentian Presiden kepada MPR. Sepert 
dlam sisitem pemerintahan negara sebelu perubahan UUD 1945, 
maka menteri-menteri negara bukan pegawai biasa meskipun 
kedudukan menteri negara tergantung pada Presiden, akan tetapi 
mereka bukan pegawai tinggi biasa, oleh karena itu menteri-
menteri yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah 
(pouvoir executif) dalam praktek.  
Sebagai pemimpin departemen, menteri mengetahui seluk 
beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya. 
Berhubungan dengan itu menteri mempunyai pengaruh besar 
terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang 
mengenai departemennya. 
Untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi 
dalam pemerintahan negara para menteri bekerjasama satu sama 
lain seerat-eratnya di bawah Presiden
6
  
 
 Hasil Perubahan dari UUD 1945 dari yang pertama 
sampai ke empat. 
Perubahan pertama ditetapkan pada tahunl 1999 dapat 
dikatakan sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan 
                                                 
       
6
. Ibid.,Hlm:125-129.  
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semangat yang cenderung mengsakralkan atau menjadikan UUD 
1945 sebagai sesuatu yang suci yang tidak boleh disentuh oleh 
ide perubahan. Pasal yang di ubah diantaranya. Perubahan 
pertama terhadap UUD 1945 meliputi 9 pasal yaitu: 
1. Pasal 5 ayat (1). isi perubahan: ”hak presiden untuk 
mengajukan RUU kepada DPR”. 
2. Pasal 7. isi perubahan: ”pembatasan masa jabatan 
presiden dan wakil presiden”. 
3. Pasal 9 ayat (1)dan(2). isi perubahani: “sumpah presiden 
dan wakil presiden”. 
4. Pasal 13 ayat(3)dan(4). isi perubahan: “ pengangkatan dan 
penempatan duta”. 
5. Pasal 14 ayat (1)dan (2). isi perubahan: “pemberian grasi 
dan rehabilitasi”. Serta “pemberian amnesti dan abolisi”. 
6. Pasal 15. isi perubahan: “ pemberian gelar, tanda jasa dan 
kehormatan lainnya”. 
7. Pasal 17 ayat (2)dan(3). isi perubahan: “pengangkatan 
mentri”. 
8. Pasal 20 ayat1-4. isi perubahan: “DPR”. 
9. Pasal 21. isi perubahan: “hak DPR untuk mengajukan 
RUU”. 
 
Perubahan kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, 
meliputi 27 pasal yang tersebar dalam 7 Bab, yaitu yang diubah 
diantaranya: 
- Bab VI. isi perubahan: “ Pemerintahan Daerah”. 
- Bab VII. isi perubahan: “Dewa Perwakilan Daerah(DPD”. 
- Bab X. isi perubahan: “Warga Negara dan Penduduk”. 
- Bab XA. isi perubahan: “Hak Asasi Manusia(HAM)”. 
- Bab XII. isi perubbahan: “Pertahanan dan keamanan”. 
- Bab XV. isi perubahan: “Bendera, Bahasa,  Lembaga 
Negara serta Lagu Kebangsaan”. 
Perubahan kedua ini dilakuakan yang bertujuan untuk 
memperteguh otonomi daerah,, melengkapi pemberdayaan DPR, 
menyempurnakan rumusan HAM, menyempurnakan pertahanan 
dan keamanan, dan melengkapi atribut negara. 
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Perubahan yang ketiga pada tanggal 9 November  2001, 
meliputi 23 pasal  yang tersebar 7 Bab, yaitu Bab yang dirubah 
diantaranya:  
- Bab1. isi perubahan: “bentuk dan kedaulatan”. 
- Bab II. isi perubahan : “MPR”. 
- Bab III. isi perubahan: “ kekuasaan pemerintahan negara”. 
- Bab V. isi perubahan: “kementrian negara”. 
- Bab VIIA. isi perubahan:  “DPR”. 
- Bab VIIB. isi perubahan: “pemilihan umum”. 
- Bab VIIIA. isi perubahan: ”BPK”. 
 
Perubahan ketiga ini bertujuan untuk menyempurnakan 
pelaksanaan kedaulatan rakyat,menyesuaikan kewenangan MPR, 
mengatur pemilihan presiden , membentuk lembaga DPD, 
mengatur pemilihan umum, meneguhkan kedudukan BPK, serta 
meneguhkan kekuasaan kehakiman dengan lembaga yang baru 
yaitu: MK dan KY. 
Perubahan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, 
meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta satu 
butir yang dihapuskan. Dalam daskah perubahan keempat ini 
ditetapkan bahwa: 
a. UUD 1945 sebagaimana telah diubah dwngan peruubahan 
I, II, III, dan ke IV adalah UUD 1945 yang ditetapkan pada 
tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakuka kembali dekrit 
presiden 5 juli 1959. 
b. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna MPR 
RI yang ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 sidang tahunan 
MPR RI dan berlaku pada tanggal yang ditetapkannya. 
c. Bab IV tentang “Dewan Pertimbangan Agung”  
dihapuskan dan mengubah substansi pasal 16 serta 
penetapannnya kedalam Bab III tentang “ Kekuasaan 
Pemerintahan Negara”. 
 
Dilihat dari jumlah Bab, pasal dan ayat  hasil perubahan 
UUD 1945 adalah: 
a) Sebelum peruban jumlah Babb 16, sedangkan setelah 
perubahan jumlah Bab 21. 
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b) Sebelum perbahan jumlah pasal 37, setelah perubahan 
jumlah pasal 72. 
c) Sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat, setelah perubahan 
terdiri dari 170 ayat. 
d) Sebelum perubahan 4 pasal aturan peralihan, setelah 
perubahan 3 pasal aturan peralihan. 
e) Sebelum perubahan 2 ayat aturan tambahan, setelah 
perubahan 2 ayat aturan tambahan.  
f) Sebelum perubahan dilengkapi dengan penjelasan, setelah 
perubahan tanpa penjelasan.
7
 
Amandemen keempat UUD 1945 ini bertujuan untuk 
melengkapi kekurangan peraturan dalam pasal 8 ayat 1 yang telah 
diputuskan dalam perubahan ke tiga (tahun 2001) dengan 
menambahkan ayat 3. 
 
Perbedaan Sistem Pemerintahan UUD 1945 Sebelum Dan 
Sesudah Amandemen 
1. Majlis permusyawaran Rakyat (MPR). 
  Dalam undang-undang setelah diamandemen 
,MPR tidak dapat lagi di pahami sebagai lembaga yang 
lebih tinggi kedudukannya dari pada pada lembaga negara 
yang lain atau yang bisa di kenal dengan sebutan lembaga 
tertinggi negara.saat hasil dari amandemen kedudukan 
MPR sudah sama kedudukannya yaitu: sederajat levelnya 
dengan lembaga –lembaga neggara yang lain seperti DPR, 
DPD, Presiden/Wakil Presiden, MK, MA, BPK,dan KY. 
8
 
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
  Sebelum diamandemen Presiden tidak dapat 
membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh 
rakyat melalui PEMILU secara berkala 5 tahun sekali. 
Meskipun demikian, presiden tidak bertanggung jawab 
kepada DPR. Setelah diamandemen kedudukan DPR 
                                                 
       
7
. Dandang Sundawa Djaenudin Harun A.T Sugeng Priyanto 
Cholisin. “Pendidikan Kewarganegaraan”. (jakarta: PT Gramemdia:2008) 
Hlm: 55-57).  
       
8. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. “Perkembangan Dan 
Konsolidasi Lembaga Negara Pasca  Reformasi”. ( Jakarta Timur: Sinar 
Grafika: 2012) Hlm:124.   
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diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi dan 
wewenangnya lebih diperjelas lagi dengan adanya peran 
DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas 
beberapa kebijakan presiden dan lain sebagainya. 
3. Presiden. 
  Sebelum diamandemen presiden sebegai 
pemegang kekuasaan eksekutif juga pemegang kekuasaan 
legislatif dan yudikatif. Presiden jga mempunyai hak 
prerogratif yang sangat besar. Tidak ada batas priode 
seseorang menjabat sebagai presiden serta mekanisme 
pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga 
presiden bisa menjabat seumur hidup. sedangkan 
kedudukan presiden setelah amandemen, keduduka 
presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala 
pemerintah, dan berwewenang membentuk UU dengan 
persetujuan DPR serta masa jabatan presiden adalah 5 
tahun dan dapat dipilih kembali selama satu priode. 
4. Mahkamah konstitusi (MK). 
   Lembaga ini berdiri sesudah amandemen. 
Tujuannya diadakannya lembaga MK ini ialah untuk 
mengadili sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD 
1945. 
5. Mahkamah Agung (MA). 
  Sebelum diamandemen MA berwenang dalam 
kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini 
merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di indonesia. 
Akan tetapi setelah di amandemen MA terdapat beberapa 
macam yang ada dibawahnya yaitu: peradilan umum, 
peradilan agama, peradilan militer dan PTUN (pasal 24(2) 
UUD 1945 hasil amandemen. 
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
  Sebelum di amandemen BPK bertanggung jawab 
tentang keuangan negara diadakan BPK yang peraturannya 
ditetapkan oleh UU. Dan hasilnya diberikan kepada DPR 
(pasal 23),. Setelah amandemen dengan adanya pasal 23 
ayat (1)  anggota BPK dipilih oleh DPR dengan 
mempertimbangkan DPD dan diresmikan oleh presiden.     
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Kesimpulan 
  Perubahan UUD 1945 merupakan persyaratan 
penting untuk membangun sistem ketatanegaraan  dan sistem 
politik yang lebih demokratis yang mengedepankan kedaulatan 
rakyat, keseimbangan antar cabang kekuasaan dan jaminan atas 
HAM. Perubahan merupakan salah satu langkah penting dan 
mendasar untuk mengawal reformasidan mengantarkan bangsa 
indonesia menuju demokrasi yang lebih terkonsolidasi. 
 Seiring tuntutan reformasi dan setelah lengsernya 
Presiden Soeharto sebagai penguasa orde baru, maka sejak tahun 
1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 
sampai saat ini. Uud sudah mengalami empat kali tahapan 
perubahan yaitu pada tahun 1999,2000,2001, dan 2002. 
Penyebutan UUD itu setelah perubahan menjadi lebih lengkap, 
yaitu: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Melalui empat perubahan ini UUD 1945 telah mengalami 
perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut 
kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan 
presiden dan wakil presiden, memperkuat kedudukan DPR, 
pemerintahan daerah, dan ketenntuan yang terperinci tentang 
HAM.  
setelah amandemen terdapat lembaga-lembaga baru yang 
dibentuk untuk menggantika lembaga yang dihapus sebagai 
pengganti. Lembaga yang dihapus yaitu: Dewan Pertimbangan 
Agung (DPA). 
Lembaga negara UUD 1945 sesudah diamandemen yaitu: 
a).Presiden, b).MPR, c).DPD, d).BPK, e).MA, f).MK, g).KY. 
adanya amandemen ini untuk memperbaiki, mengimbangi serta 
menghapus dan membuat aturan baru yang lebih baik untuk 
kepentingan sebuah bangsa.  
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